BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pada bab sebelumnya, maka dalam bab
penutup dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pasal 20 UUHT telah
ditentukan 3 (tiga) cara eksekusi secara terpisah yaitu parate executie,
eksekusi berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan dan
penjualan di bawah tangan. Jadi sebenarnya aturan hukum yang ada sudah
cukup jelas walaupun disatu sisi dan lainnya terdapat percampuradukan
mengenai pengertian antara parate executie dengan eksekusi berdasarkan
titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan. Namun keragu-raguan
selama ini karena adanya pendapat bahwa pelaksanaan parate executie
tanpa fiat ketua pengadilan adalah suatu perbuatan melawan hukum sudah
dijawab dengan keluarnya Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara Nomor: SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6
Undang-Undang Hak Tanggungan, yang mendapat penegasannya dalam
Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-
23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, maka
lembaga parate executie telah dihidupkan kembali untuk membantu para
kreditor guna mendapatkan pelunasan hak tagihnya (piutangnya) dengan

cara yang mudah, murah, dan tanpa fiat pengadilan.
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B. Saran

1. Agar terwujudnya prinsip perlindungan hukum bagi kreditur manakala
debitur wanprestasi, maka diharapkan menggunakan parate executie
sesuai yang dimaksud dalam Pasal 6 UUHT secara ex lege. Agar
tujuan untuk mempercepat pelunasan piutang kreditur guna tersedianya
dana perkreditan dapat terlaksana sehingga berguna dan bermanfaat

untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

2. Bagi lembaga legislatif hendaknya meninjau kembali materi muatan
UUHT vyaitu Penjelasan Umum angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 ayat
(2) dan (3) UUHT yang telah mencampuradukkan antara eksekusi
berdasarkan titel eksekutorial dengan parate executie sehingga tercipta
konsistensi dalam pengaturan eksekusi Hak Tanggungan guna

kepastian hukum.

3. Bagi pihak kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama yang lebih
memilih menggunakan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dapat
melaksanakan eksekusi objek Hak Tangungan dengan terlebih dahulu
mendapatkan fiat dari ketua pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan
Hukum Acara Perdata. Namun hendaknya bagi pihak Kkreditur
pemegang Hak Tanggungan pertama yang akan menggunakan hak
parate executie-nya juga tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan hukum parate executie yaitu dengan langsung mengajukan
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permohonan lelang kepada KPKNL, tanpa harus dengan persetujuan

pihak debitur dan tanpa fiat ketua pengadilan negeri.

KPKNL di seluruh Indonesia hendaknya melaksanakan Surat Edaran
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-21/PN/1998
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan, yang mendapat penegasannya dalam Surat Edaran Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan. Sehingga para kreditor
pemegang Hak Tanggungan pertama dapat benar-benar memanfaatkan
hak parate executie yang dimilikinya, sebab percepatan pengembalian
dana pinjaman debitor kepada kreditor (bank) sangat mendukung roda
perekonomian khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada

umumnya.
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PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Lelang di Harian BERNAS Jogja dan SOLOPOS tanggal 10 Agustus 2010 dan berdasarkan Pasal 6
UUHT Nomor 4 Tahun 1996 PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan
dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL)Yogyakarta, atas barang tetap berupa:

1. SUHARNO

Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu dan sebuah rumah kayu berdasar batu sebagaimana di
maksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1383 seluas 3025 m2 yang terletak di Desa Pucanganom, Kec Giritontro, Kab
Wonogiri, Jawa Tengah atas nama Wartono

Harga Limit Rp. 35.000.000,- (uangjaminan Rp. 7.000.000,-) DSP Baturetno

ETTY MAFTUCHAH

Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu sebagaimana di maksud dalam Sertifikat Hak Milik No.
1489 seluas 441 m2 yang terletak di Desa Sardonoharjo, Kec Ngaglik, Kab Sleman, DIY atas nama Nyonya Etty Maftuchah.
Harga limit Rp. 375.000.000,- (uang jaminan Rp. 75.000.000,- ) DSP Beringharjo

Yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu, Tanggal : 06 Oktober 2010, Pukul: 10.00 WIB sampai dengan selesai

Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta , Jalan Kusumanegara no.11 Yogyakarta

SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Setiap peserta wajib menyetor Uang Jaminan ( UJ ) sebesar tersebut di atas melalui Rekening Penampungan Lelang KPKNL
Yogyakarta Nomor: 30441053 pada Bank BNI Trikora Yogyakarta yang sudah efektif paling lambat 1 ( satu ) hari kerja sebelum
tanggal pelaksanaan lelang;

. Hargalelang belum termasuk bea lelang pembeli sebesar 1% ( satu persen )

. Untuk uang jaminan dibawah Rp. 20.000.000,- bisa dibawa tunai saat proses lelang.

. Peserta yang menyetorkan uang jaminan wajib mengajukan penawaran minimal sama dengan harga limit, jika tidak dilakukan,
maka dikenakan sanksi tidak boleh mengikutilelang di KPKNL Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.

. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang paling lambat 3 ( tiga ) hari kerja setelah lelang ke rekening tersebut
diatas. Apabila tidak dilunasi maka pemenang lelang dianggap wanprestasidan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

. Obyek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya sehingga apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan,
pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat
lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL ) Yogyakarta dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

. Pesertalelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari obyek yg dilelang sesuai apa adanya (kondisi asis)

. Syarat-syarat lainnya ditentukan pada saatlelang.

. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Gedung
Keuangan Negara JI. Kusuma Negara No. 11 Yogyakarta 0274-512304, DSP Baturetno 0273-461753, DSP Beringharjo
0274-557977

\/

| . ; ‘? ’ Ttd
Dmm . | 3 - L PT. Bank Danamon Indonesia.Tbhk

KPKNL Yogyakarta Asset Liquidation Unit

Surakarta, 29 September 2010
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